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NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DALAM 

PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM 

 

 

 

Oleh 

ULY FATANA 

 

 

 

 

Batasan umur seseorang untuk menikah sebelum adanya perubahan 

peraturan ialah 19ttahun untukklaki-laki dann16 tahunnuntuk=perempuan, namun 

dalammkondisi iniibanyak sekali isu hukum terhadap pernikahan di bawah umur 

sehingga diajukannya Judicial Review ke Mahkamah Konsitiusi. Setelah melalui 

proses yang panjang, akhirnya terjadi kesepakatan yaitu batasan umur untuk 

melakukan perkawinan adalahh19 tahunnbaik untuk laki-lakiimaupun.perempuan, 

yanggmana tercantum dalampPasal 7aayat (1).Undang-Undang.Nomor.16.Tahun 

2019. Fokus penelitianiiniiadalah (1) bagaimanaakedudukan perkawinanndiibawah 

umurrsetelah perubahan Undang-Undang Perkawinan (2) bagaimana upaya hukum 

jika terjadi penyimpangan terhadap pasangan yang ingin menikah di.bawah.umur 

setelah perubahannUndang-UndanggPerkawinan.  

Metode penelitianiini menggunakannpenelitiannnormatif, tipeepenelitian 

mengunakan tipeedeskriptif, dan menggunakan pendekatannmasalah secara 

normtif yuridis. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum 

primer, sekunder, dan tersier. Setelah data dikumpulkan maka akan dianalisis secara 

kualitatif. 

Hasil penelitian serta pembahasan menunjukkan bahwa kedudukan 

perkawinan di bawah umur setelah perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2019 Tentang Perkawinan adalahssah karenassesuai dengannperaturannyang 

digunakan dan adanya upayaahukum yangddapat dilakuka.jika terjadiipelanggaran 

terhadap pasangan yang ingin menikah di bawah umur yaituudengan cara 

mengajukan permohonan dispensasinnikah ke PengadilannAgama dimana tempat 

perkawinan dilangsungkan sesuai dalammPasal 15,Kompilasi HukummIslam. 

 

Kata Kunci : Perkawinan, Di Bawah Umur, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2019 
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“Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat. Dan (sholat) 

itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk” 

 

~ QS. Al Baqarah (2):45 ~ 

 

 

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji 

kekuatan akarnya” 

 

~ Ali bin Abi Thalib ~ 

 

 

“Siapapun dan dimanapun anda berada, walaupun posisi melangit harus tetap 

menapak bumi” 

 

~ Anonim ~ 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Manusiaasebagai makhlukssosial ialah makhluk yang tidakkdapat hidupptanpa 

bantuanoorang dariiorangllain, atau makhluk yang berhubungan timbal balik 

dengan manusia lain. Manusia juga diciptakan untuk berpasangan agar 

mendapatkan generasi penerus. Cara agar mendapatkan generasi penerus ialah 

harus adanya ikatannperkawinan yangssah antaraaseorang priaadan.wanita 

yanggtelah dewasa.  

Dalam kehidupan bermasyarakat perkawinan ialah suatu perbuatan yang 

krusial. Kehadiran suatu perbuatan ini merupakan melegalkan atau 

mengesahkan ikatan hukum antara seorang pria serta wanita.. Perkawinan 

merupakan suatu perintah dalam agama Islam bagi yang dapat segera 

melaksanakannya, karena dapat menghindari langkah dari maksiat dan 

melindungi diri dari perbuatan zina. Perkawinan. jua salah satu tempat untuk 

mengungkapkan kebutuhan ilmu hayat alami seseorang. 

Dalam. agama Islam perkawinan dianggap seperti perjanjian yang suci yang 

mempunyai arti ibadahhkepadaaAllah SWT. mengikutiiSunnah.Rasulullah 

SAW danndiwujudkan denganiikhlas, bertanggunggjawab, dan.mengikuti 

aturan-aturan hukumyyang ada untuk dilakukan. Pelaksanaan perkawinan 

dimaksudkan dapat memberi efek kehidupan.yang senantiasa bahagia.di.dunia 
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dan.di.akhirat atas ridha Allah SWT sebab memiliki keluarga yang sah. Hal ini 

terdapat dalam Q.S An-Nuur (24):32, yaitu :  

وْنُوْا فُقَرَاءَۤ يُغْنِهِمُ 
ُ
ك مْْۗ اِنْ ي َ

ُ
ك مْ وَاِمَاىۤ ِ

ُ
لِحِيْنَ مِنْ عِبَادكِ مْ وَالص ٰ

ُ
يَامٰى مِنْك

َ
ا
ْ
نكِْحُوا ال

َ
وَا

هُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ 
ٰ 
هُ مِنْ فَضْلِه ْۗ وَالل

ٰ 
 ٢٣الل

Artinya : 

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara engkau  serta juga 

orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik pria juga 

wanita. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan pada mereka 

menggunakan karunia-Nya. Allah Mahaluas (anugerah-Nya) lagi Maha 

Mengetahui.” (Q.S An-Nuur (24):32) 

 

Merealisasikan kegiatan perkawinan ini maka terbitlah peraturan tentang 

perkawinan yang diberlakukan untuk seluruh masyarakat Indonesia yaitu 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya 

dalam tulisan ini disebut dengan UU No 1 Tahun 1974 yanggdisahkannpada 

tanggall2.Januarii1974 oleh Presiden padassaat itu, Soeharto. Pemerintah 

mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan 

pelaksana dari UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan agar terlaksananya 

peraturannini.  

Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 menyatakan  perkawinan merupakan ikatan lahir 

batin antara seorang pria dan seseorang wanita untuk menjadi pasangan suami 

istri dengan maksud untuk menciptakan keluarga atau rumah tangga yang 

senantiasa bahagia serta kekal abadi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 

Perkawinan bermula dari kata “kawin” yang mempunyai makna bertemunya 

alattvital laki-lakiidan alattvital perempuannyang mana sudah dalam ikatan sah 
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dan halal sehingga dapat bertambahnya keturunan. Hal ini dijelaskanddalam 

Q.S-Ar-Rum (30):21, yaitu: 

ةً  وَد َ مْ م َ
ُ
 بَيْنَك

َ
يْهَا وَجَعَل

َ
نُوْٖٓا اِل

ُ
تَسْك ِ

 
زْوَاجًا ل

َ
مْ ا

ُ
نْفُسِك

َ
نْ ا مْ م ِ

ُ
ك
َ
قَ ل

َ
نْ خَل

َ
ٖٓ ا يٰتِه 

ٰ
وَمِنْ ا

رُوْنَ 
َ 
تَفَك قَوْمٍ ي َ ِ

 
يٰتٍ ل

ٰ
ا
َ
 فِيْ ذٰلِكَ ل

رَحْمَةً ْۗاِن َ  ٣٢و َ
Artinya : 

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya adalah bahwa beliau membentuk 

pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri supaya engkau  merasa 

tenteram kepadanya. Beliau menjadikan di antaramu rasa cinta serta kasih 

sayang. Sesungguhnya di yang seperti itu benar ada tanda-tanda (kebesaran 

Allah) bagi kaum yang berpikir”. (Q.S Ar-Rum (30):21) 

 

Pengertian perkawinan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu 

perkawinan berdasarkan hukum Islam artinya pernikahan, yaitu akad yang 

sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan guna menaati anjuran Allah SWT. serta 

mewujudkannya ialah suatu ibadah. Perkawinan berdasarkan pakar Usul : 

a. Berdasarkan aslinya/berarti bersetubuh, dan.secara.majazi.(metaphoric) 

merupakan janjiiyang melegalkan hubungannkelamin  laki-laki.dengan 

perempuan . 

b. Pakar Usul Syafi’iyah menyebutkan perkawinan berdasarkan aslinya 

merupakan janji yang melegalkan hubungan kelamin laki-laki  dan  

perempuan. Sedangkan berdasarkan artiimajazii(metaphoric)iialah 

berjimak. 
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c. Abu Qasim-al-Zayyad,-Imam-Yahya,-Ibnu-Hazm serta beberapa pakar 

usul  sahabat Abu Hanifah beropini bahwa perkawinan berisi dua makna 

sekaligus yaitu sebagai akad serta bersetubuh.1 

Usia perkawinan merupakan salah suatu hal paling penting untuk menentukan 

apakah sudah cukup dewasa atau belum untuk mengambil tindakan.-Menurut 

Kamus-Besar-Bahasa-Indonesia=(KBBI) online, dewasa=adalah mencapai 

dengan=usia lanjut bukan lagi anak-anak atau remaja.  

Ajaran agama Islam tidak dijelaskan secara rinci berapa batasan minimal 

seseorang untuk menikah, hanya disebutkan jika sudah cukup umur atau baligh 

maka dapat melangsungkan perkawinan. Ajaran agama Islam juga tidak 

menafikan adanya=perkawinan=di=bawah=umur=atau di=bawah usia=yang 

telah ditetapkan dalam=undang-undang=perkawinan selama syarat dan rukun 

nikah telah terpenuhi. Kitab al-umm, Imam al-Syafi’i secara jelas 

mengkategorikan praktik perkawinan di lihat dari usia pengantin wanita di bagi 

menjadi tiga bagian, yakni-(1)-perkawinan=janda,-(2)-perkawinan=gadis 

dewasa, dan=(3)-perkawinan=anak-anak2. 

Hukum adat pun sama seperti ajaran Islam yaitu tidak mengatur dengan jelas 

tentang batasan umur seseorang untuk menikah. Pada umumnya dalam hukum 

adat menganggap seseorang sudah dewasa dapat di lihat dari bentuk atau postur 

badannya. Seperti laki-laki yang suaranya mulai berubah menjadi lebih berat 

dan sudah mengeluarkan air mani atau telah muncul nafsu seksual, jika seorang 

                                                             
 1 Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah. (Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum 

Islam). YUDISIA, VoL. 5, No. 2, Desember 2014. hlm.287.  
2 Ahmad Rajafi, Nalar Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. (Yogyakarta: Istana Publishing, 

2015). hlm.104. 
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laki-laki telah memiliki ciri-ciri seperti ini maka dapat dikatakan sudah dewasa, 

begitu pula seorang perempuan, perempuan yang dianggap telah dewasa 

apabila sudah menstruasi dan buah dada telah membesar.3 

Penentuan umur seseorang untuk menikah sangatlah penting, sebab selain 

wajib  siap secara biologis pula wajib  siap secara psikologis, maka undang-

undang perkawinan menyebutkan secara umum  bahwa pasangan yang hendak 

melangsungkan perkawinan harus kuat jiwa serta raga agar dapat menjalankan 

atau mewujudkan rumah tangga yang kekal dan=mendapatkan=keturunan 

yang=baik=dan tentunya keturunan yang sehat4.  

Indonesia telah menetapkan UU.No 1.Tahun 1974yyang telah=di 

pertimbangkan agar sinkron pada pancasila untuk pembinaan hukum nasional, 

diantaranya terdapat pembahasan tentang batasan minimal usia untuk 

melangsungkan perkawinan. Pasal=7=UU=No 1 Tahunn1974 menyebutkan 

bahwaabatasannminimal usia laki-lakiuuntukkmenikah merupakan 19.tahun 

serta untukkperempuan   yang akan menikah minimal pada usia 16 tahun. 

Ketetapan ini sama hal nya dengan Pasal 15 ayat (1) KHI. Sebenarnya awal 

undang-undang tentang Perkawinan bermula pada tahun 1946, namun dalam 

menjalankan pembentukan undang-undang  perkawinan tahun 1974  tidak 

berjalan dengan baik, terdapat kendala yang terjadi saat pembentukan 

mengenai perumusan norma dan hal lainnya, sama seperti halnya dengan 

sekarang, ada permasalahan tentang perkawinan terkait batasan usia menikah 

                                                             
3 Riyan Fadhil dan A.A. Ngurah Yusa Darmadi. Tinjauan Yuridis Terhadap Dispensasi 

Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam. E-Jurnal Universitas Udayana. hlm.8. 
4 Jessica Tiara Mai, Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Lihat 

Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 197. Lex Crimen Vol. VIII/No. 

4/Apr/2019. hlm.116. 
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seseorang.5 Hal ini terjadi karena telah mempengaruhi sikap masyarakat 

terhadap perkawinan, seiring dengan pesatnya perkembangan zaman  dan 

dampak teknologi. 

Adanya Undang-Undang.No.355Tahun,2014.perubahan.atas.Undang-Undang 

No.23.Tahunn2002 perihal perlindungannAnak. Pasall1 ayat-(1) menjelaskan 

bahwasseseorang yanggbelum mencapai usia 18ttahun dinyatakan oleh hukum 

sebagai anak-anak. Yang disebut dewasa dalam Undang-Undang tersebut ialah 

ketika telah berusia 18 tahun.  

Melalui putusan..MahkamahmKonstitusii.No..30-74/PPU-XII/2017, Dewan 

PerwakilanrRakyat RepublikkIndonesia (DPR RI) diperintahkanmuntuk 

mengubah UU No..1..Tahun..1974..tentang..perkawinan, khususnya mengenai 

batasan minimal usia perkawinan. Akhirnya DPR RI dan Pemerintah sepakat 

untuk mengubah Pasal=7tayat-(1).UU=No..1=Tahun=1974=tentang// 

Perkawinan=yang membahas perihal usia minimum perkawinan, dan 

menyetujui baha usia minimun melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun 

baik pria maupun wanita. Keputusan inilah yang sebagai dasar untuk  

perubahan  Pasal 7=ayat=(1)=UU=No=1=Tahun=1974=yang=mana sudah 

lahir peraturan baru pada Pasal=7=ayat=(1)=Undang-Undang=No=19=Tahun 

2019=tentang=Perkawinan. 

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo akhirnya secaraaresmi 

mengesahkannUndang-Undang=No=16=Tahun=2019=tentang=Perubahan 

                                                             
5 Sahuri Lasmadi, Kartika Sasi Wahyuningrum, Hari Putra Disemadi, Kebijakan Perbaikan 

Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan. Gorontalo Law Review Volume 

3 - NO. 1 – April 2020. hlm.4. 
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Undang-Undang=No 1=Tahun=1974=tentang=Perkawinan pada tanggal=14-

Oktober-2019. Hal=ini merupakan fenomena yang=sangat penting bagiisistem 

hukum yang mengatur perihal perkawinan, menjadi bukti sejarah pembaharuan 

peraturan perihal perkawinan di Indonesia dan menimbulkan efek yang luar 

biasa masyarakat Indonesia.  

Kenyataannya masih sering terjadi perkawinan di bawah umur, seperti 

menikah siri atau perkawinan yang tidak tercatatkan, yaitu perkawinan yang 

tidak dicatatan secara sah. Perkawinan di bawah umur sebenarnya tidak 

dianjurkan karena pengendalian emosi anak masih belum stabil, sedangkan 

dalam suatu perkawinan pasti akan ada permasalahan yang kerap datang, yang 

ditakutkan ialah ketika anak yang menikah di bawah umur ini belum bisa 

menerima keadaan. 

Terdapat dua faktor dalam hal perkawinan di bawah umur di Indonesia, yang 

pertama berasal dari kemauan anak tersebut atau alasan internal, hal tersebut 

terjadi karena lemahnya pola pikir anak sebab pendidikannya terputus, 

akibatnya anak tersebut akan mudah dibodohi karena tidak memiliki 

pemahaman perihal organ reproduksi, dan kehormatan keluarga menjadi 

hilang, kemudian terciptalah pelanggaran norma agama dan sosial berupa 

perzinahan sehingga diharuskan untuk melakukan perkawinan dini. Umumnya 

apabila  anak yang putus sekolah akan mempunyai pikiran segera 

melangsungkan perkawinan agar bisa membantu perekonomian dirinya bahkan 

bisa membantu perekonomian keluarga. Faktor yang kedua ialah yang dari luar 

kekuasaan mereka atau faktor eksternal, seperti dapat paksaan dari orang tua 

bisa jadi karena orang tuanya tidak ingin anaknya terjerumus dalam perzinaan 
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sehingga harus dinikahkan. Ada pula tuntutan orang tua yang lainnya seperti 

untuk membantu perekonomian keluarga. Selain itu ada juga faktor budaya 

lokal, di Indonesia masih banyak terdapat perkawinan di bawah umur karena 

budaya seperti mengikuti garis=keturunan=atau=untuk=memperbaiki 

keturunan=menjadi=lebih baik6.  

Dari persoalan di atas maka yang ditakutkan artinya tujuan untuk menikah 

bertolak belakang dengan yang ada pada=Pasal=3=KHI yaitu=Perkawinan 

bertujuan=untuk=mewujudkan kehidupan rumah=tangga=yang sakinah, 

mawaddah,/dan /rahmah. Banyak masyarakat yang menduga perkawinanndi 

bawah=umur=merupakan aktivitas yang=masuk akal, namun ada pula yang 

menduga tidak masuk akal. 

Menurut Badan=Pusat=Statistik (BPS)=pada tahun=2020 mencatat pemuda 

menikah umur 19-21 tahun sebanyak 33,30%. Pemuda Indonesia  menikah 

dengan usia 16-18 tahun sebanyak 19,68%. Sedangkan pemuda yang menikah 

dengan usia di bawah 15 tahun sebanyak 2,16%. Dari data tersebut pada tahun 

2020 terlihat tidak sedikit anak yang menikah di=bawah=umur. 

Berdasarkan hal-hal=yang telah disebutkan tadi, maka penulis=tertarik=untuk 

melakukan=penelitian=yang=dituangkan pada skripsi=menggunakan.judul 

“TINJAUAN YURIDIS PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG 

NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-

UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN 

DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM”.  

                                                             
6 Ahmad Rajafi, Op.Cit., hlm.213-215. 
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B. RumusannMasalah  

Dengan latar belakang yang telah penulis jelaskan diatas, maka terdapat 

permasalahannya sebagai berikut : 

1. Bagaimana kedudukan perkawinan pasangan di-bawah-umur-19-tahun 

setelah diadakannya perubahan Pasal=7-ayat=(1) UU-No-16=Tahun 

2019/tentang=Perubahan/atas-UU-No-/1-Tahun-1974-tentang 

Perkawinan? 

2. Bagaimana upaya hukum apabila terjadi penyimpangan terhadap 

pasangan yang ingin menikah di=bawah=umur=19-tahun setelah 

diadakannya perubahan Pasal-7-ayat=(1)=UU.-No-16=-Tahun-2019 

tentang-Perubahan-atas UU No-1-Tahun- 1974=tentang=Perkawinan? 

C. Tujuan Masalah 

Berdasarkan=latar belakang=di=atas, maka yang menjadi tujuan.dari penulisan 

ini-adalah-untuk : 

1. Mengetahui, memahami dan=menganalisis bagaimana=kedudukan 

perkawinan pasangan di=bawah=umur=19=tahun setelah diadakannya 

perubahan Pasal=7/ayat/(1) UU No 16=Tahun/2019/tentang/Perubahan 

atas/UU No 1tTahunn1974ttentangpPerkawinan.  

2. Mengetahui, memahami dan menganalisis bagaimana upaya hukum 

apabila terjadi penyimpangan terhadap pasangan yang ingin menikah 

di/bawah/umur/19/tahun setelah diadakannya perubahan 

Pasal/7/ayat/(1) UU/No/16/tahun/2019/tentang/Perubahan/atas UU No 

1/Tahun 1974/tentang/Perkawinan. 
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D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan=dalam=penelitian=ini adalah=kegunaan teoretis=dan.kegunaan 

praktis, sebagai=berikut : 

1. Kegunaan=Teoretis 

Hasil=penelitian=ini=diharapkan bisa menyebarkan ilmu hukum perdata 

menjadi sumber informasi serta bahan bacaan masyarakat untuk mengetahui 

perihal batasan usia menikah dalam Undang-Undang/No/16/Tahun/2019 

tentang/Perkawinan. 

2. Kegunaan=Praktis 

Hasil=penelitian=ini diharapkan bermanfaat untuk sebagai salah satu 

referensi untuk masyarakat serta pihak lain yang membutuhkan informasi 

perihal batasan usia/menikah/dalam/Undang-Undang’No;16[Tahun 2019-

tentang]Perkawinan.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN=PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Tinjauan tentang=Perkawinan 

1. Pengertian=Perkawinan 

Perkawinan-adalah=kata benda yang2berasal3dari akar/kata=“kawin”aatau 

yang sering disebutnnikah.hNikah yang awalnya berasalldariibahasaaArab 

“Nikaahun” atau kata asal dari “Nakaha” yang selanjutnya di terjemahkan ke 

dalam bahasa Indonesia yang memiliki arti perkawinan. Perkawinan 

berdasarkan istilah sama dengan “nikah” dan “zawja”.7  Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI)-kataanikah merupakan akaddperkawinanyyang di buat 

selaras dengankketentuanhhukum serta ajarannagama. Secara etimologi, yang 

disebut perkawinan memiliki arti persetubuhan. Sedangkan secara terminologi, 

perkawinan merupakan janji yang dicatatkan untukkmemperolehhkenikmatan 

yang berasal darisseorang wanitayyang sengaja dilakukan agar mendapatkan 

pengakuan sehingga tidak terdapat hal negatif bagi wanita yang melaksanakan 

perkawinan.8 Pasal.=1=Undang -Undang’gNoo1t/Tahun22019. Tentang. 

Perkawinanpmenegaskan bahwapperkawinan. merupakan ikatannlahirrbatin. 

                                                             
7 Wati Rahmi Ria, Hukum Keluarga Islam. (Bandar Lampung: Zam Zam Tower, 2017). hlm.9. 
8 Zaeni Ashadie, dkk. Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia. (Depok: PT 

Rajagrafindo Persada, 2020). hlm.35. 
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antarasseorangPpriaDdenganSseorangWwanita.-menjadi. suamiIistriDdengan 

maksud membina keluarga atau rumah-tangga-yang senantiasa bahagia=serta 

abadi berdasarkan=Ketuhanan-=Yang=Maha=-Esa. Dalam=-pengertian 

perkawinan=tersebut menyebutkan adanya keinginan untuk=membentuk 

keluarga yang kekal, kekal yang dimaksud adalah perkawinan yang tetap abadi 

sampai maut yang memisahkan, dalam pasal ini berarti=perkawinan=sama 

dengan=perikatan,=dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH 

Perdata) tidak menjelaskan pengertian mengenai perkawinan. Namun pada 

Pasal=26=KUH=Perdata mengatakan, “Undang-Undang=memandang=soal 

perkawinan=hanya=dalam korelasi perdata” dan=Pasal=81=KUH=Perdata 

dikatakn “Sebelum kedua belah pihak menerangkan pada pejabat agama 

mereka bahwa perkawinan di hadapan pegawai catatan sipil telah berlangsung, 

maka tidak terdapat upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan”, 

kemudian menurut Pasal 2 KHI, Perkawinan=menurut=hukum=Islam=adalah 

pernikahan=yaitu janji yang=sangat=kuat=atau mitssaqan ghalidzan untuk 

menaati perintah Allah SWT. dan pelaksanaannya merupakakan suatu ibadah, 

yang di maksudkan akan menciptakan perkawinan berumah tangga nan 

sakinah, mawddah, wa rahmah. 

Dapat dilihat perbedaan dari definisi perkawinan diatas, yang mana dalam 

Undang-Undang=No=1=Tahun 2019/tentang/Perkawinan serta/Kompilasi 

Hukum/Islam meruapakan adanya=hubungan perikatan keagamaan, 

sedangkan menurut KUH Perdata hanya sekedar hubungan perikatan perdata.  

Di Indonesia ada pemahaman adat tentang perkawinan. Perkawinan menurut 

hukum adat tidak hanya hubungan perikatan perdata dan perikatan keagamaan 
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saja, namun ada juga hubungannya dengan perikatan adat sehingga membawa 

akibat dalam ikatan adat istiadat kewarisan,_kekeluargaan,_kekerabatan,_ dan 

menyangkut_.upacara-upacara_.adat._ dan. keagamaan.9 Perkawinan menrut 

hukum adat merupakan perkawinan yang terdapat akibat hukum adat yang 

berlaku=dalam=masyaraka= yang =bersagkutan, yang mana dampak 

hukumnya terjadi setelah melangsungkan perkawinan.  

Perkawinan adat=hanya=menyangkut=perbedaan kebiasaan masyarakat.bukan 

perbedaan.keyakinan, walaupun melakukan perkawinan;adat dengan adat yang 

berbeda, hal ini dapat diselesaikan tidak serumit jika perkawinan antar 

agama.10  

Perkawinan=menurut Ulama Fikih ialah sebagai beikut : 

1. Menurut Ulama Hanafiyah perkawinan adalah ikrar yang disengaja 

untuk mut’ah  atau laki-laki memiliki perempuan seutuhnya.  

2. Menurut Ulama Syafi’iyah perkawinan ialah ucapan atau ikrar nikah 

dengan memakai ucapan nikah atau jauz jauz dan melindungi 

kepentingan wanita. 

3. Menurut Ulama Malikiyah perkawinan merupakan suatu janji yang 

memakai kata mut’ahuuntuk memenuhi kepuasanndenganttidak 

mewajibkannkekayaan. 

4. MenuruttUlama.=Hanabilah=perkawinan ialah janji.dengan=memakai 

kata atau tazwij untuk memiliki kepuasan.11 

                                                             
9 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia. (Bandung: Mandar Maju, 2007). hlm.8. 
10 Ibid., hlm.10. 
11 Zaeni Asyhadie, dkk. Loc.Cit. 
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2. Syarat dan  Rukun Perkawinan 

Menurut=Pasal=2=ayat. (1). UU No 1 Tahun=2019 ditentukan bahwa= 

perkawina ialah sah=jika diilakukan sesuaiihukum maisng-masingaagamaadan 

kepercayaannya. Pernyataan berikut sama hal nya dengan KHI, yaituppada 

Pasall4.KHI menyatakannbahwaaperkawinan=ialahssah=jika dilangsungkan 

sesuaiidengannhukummIslam. Pasall5 KHIimenyatakan bahwaaperkawinan 

harus didaftarkan untuk memelihara keabsahan perkawinan. Pasal 6 KHI 

menjelaskan jika suatu perkwinan tidak tercatat oleh=pegawai pencatatan 

nikah=maka=perkawinan yang telah dilangsungkan=tidak mempunyai 

kekuatan=hukum, dalam agama Islam ada 5 rukun akad perkawinan serta 

syarat-syaratnya sebagai beikut : 

a. Adanyaacalonnmempelai priaadanncalonn.mempelai.=perempuan. 

Syarattcalon pengantin pria : 

1. BeragamaaIslam 

2. Berjenis kelamin pria 

3. Jelassorangnya 

4. Bisa memberikannpersetujuan 

5. Tidakkadahhalanganuuntukkperkawinan 

6. Dewasa00 

Syarat-syarattcalon pengantinnwanita : 

1. Beragama=Islam 

2. Berjenis kelaminnperempuan 

3. Jelas0orangnya 
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4. Bisa memberikannpersetujuan 

5. Tidaklada penghalangpperkawinan 

6. Dewasa00 

b. Adanyaawaliinikah,ssyarat-syaratnya. : 

1. Berjenis kelamin pria 

2. Dewasaaa 

3. Memilikiihak wali 

4. Tidakkada penghalang perwalian 

5. BeragamaaIslam= 

c. Saksiinikah,ssyarat-syaratnya. : 

1. Minimallduaoorang pria 

2. Hadirrdalamiijab qabul 

3. Bisammengerti dan memahami maksuddakad 

4. BeragamaiIslam= 

5. Dewasaaa 

d. Ijabndanqqabul,ssyart-syaratnya. : 

1. Adanyappernyataannmengawinkanddariwwali 

2. Adanyappernyataanppenerimaanddarimmempelaippria 

3. Menggunakankkata-kataNnikah,. tazwijaatautterjemahanddapat= 

dariikataanikah,ttajwiz= 

4. Antaraaijabbdanqqabullbersambungan= 

5. Makna ijabbdanqqabuljjelas= 

6. Oranggyanggberkaittdengannijabqqabulltidakksedangddalamiihra

m atau umrah 
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7. Majelisiijabbdanqqabulhharussdihadiri setidaknya.=empattorang, 

yaitu=calonnpengantinppriaaatauwwalinya,wwaliodariccalon.peng

antinwwanitaaatauwwalinya,ddandduaoorangssaksi. 

e. Adanyammahar,Mmahar merupakanPpemberian seorang suami kepada 

istrinya pada saat perkawinan sebagai lambang dari ikatan kasih sayang 

dari calonSsuami kepada calonNistriIsertaAkesediaanCcalonIistri dan 

kesediaan calon istri untuk menjadi istrinya.12 Suatu perkawinan jika 

tidak memiliki mahar maka perkawinan tersebut tidak sah, hal ini 

dijelaskan dalam Al-Quran surah=An-Nisa=(4): 4 dan 24, yaitu : 

ا   ـً وْهُ هَنِيْۤ
ُ
نْهُ نَفْسًا فَكُل مْ عَنْ شَيْءٍ م ِ

ُ
ك
َ
ةً ْۗ فَاِنْ طِبْنَ ل

َ
ل سَاءَۤ صَدُقٰتِهِن َ نِحْ ِ

تُوا الن 
ٰ
وَا

ا   ـً رِيْۤ  ٤م َ
Artinya : 

“sebagai hadiah sukarela, berikanlah mahar kepada seorang wanita yang 

anda nikahi, dan ketika mereka dengan sukarela memberi anda sebagian 

darinya, terimalah dan dengan rela memberikannya, nikmatilah.” 

(Q.S.=An-Nisa=(4):4) 

 

مْۚ  كِتٰبَ 
ُ
يْمَانكُ

َ
تْ ا

َ
ك
َ
ا مَا مَل

َ 
سَاءِۤ اِل ِ

مُحْصَنٰتُ مِنَ الن 
ْ
مْۚ ۞ وَال

ُ
يْك

َ
هِ عَل

ٰ 
  الل

َ 
حِل

ُ
وَا

حْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ ْۗ فَمَا 
مْ م ُ

ُ
مْوَالِك

َ
نْ تَبْتَغُوْا بِا

َ
مْ ا

ُ
ا وَرَاءَۤ ذٰلِك مْ م َ

ُ
ك
َ
ل

مْ فِيْمَا 
ُ
يْك

َ
ا جُنَاحَ عَل

َ
جُوْرَهُن َ فَرِيْضَةً ْۗوَل

ُ
توُْهُن َ ا

ٰ
اسْتَمْتَعْتُمْ بِه  مِنْهُن َ فَا

انَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا تَرَاضَيْتُمْ بِ 
َ
هَ ك

ٰ 
 الل

فَرِيْضَةِْۗ اِن َ
ْ
 ٣٤ه  مِنْْۢ بَعْدِ ال

Artinya : 

Kamu dilarang menikah dengan wanita yang sudah menikah, kecuali 

dengan budak wanita atas perintah sebagaiIketetapanNAllahHatas 

kamu.DihalalkanNbagiKkamuSselainNperempuan-perempuanYyang 

demikianIitu,Yyaknilkamummencari.istri=dengan.hartamupmahar=unt

uk=menikahinya,=bukan=untukBberzina. Berkat kenikmatanNyang 

telahhkamuudapatkanndarimmereka,bberikanlah=kepadamereka 

hadiah maskawin=sebagai=suatu kewajiban. Tidakaadaadosa=bagimu 

atas sesuatuyyanggsalinggkamuurelakannsesudah menentukan. 

                                                             
12 Nunung Rodliyah, Hukum Islam. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019) hlm.112-113. 
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kewajiban itu. Sesungguhnya=AllahhMahaaMengetahuiilagi Maha 

bijaksana. (QS. An-Nisa (4):24).  

 

Menurut Pasal=6uUUuNo.1tTahunn20190TentanggPerkawinan. syarat. 

dariiperkawinan. ditentukan sebagaiiberikut : 

1. Perkawinanwwajib sesuaiaatas. perseujuan keduaacalonnmempelai. 

2. Sebelum menikah, seseorangyyang berusia di bawah duaapuluhasatu. 

tahunnharussmendapatiizin. dari keduaaorang tuanya. 

3. Jika salahhsatuudari. keduanya meninggallatauptidak. dapat 

menyatakan. niatnya, persetujuan ayatt2pPasal tersebut dapat di peroleh 

dari-orang tua-yang-masih-hidup atau-orang tua yang 

dapat=menyatakannniatnya untuk dapat mendapatkan keinginanmu. 

4. Jikaoorangttua,meninggal.aatau.,tidakddapat mengungkapkan niat 

mereka, mintalah izin kepada pengasuh atau kerabat dari silsilah yang  

masih hidup dan  tidak dapat mengungkapkan niat mereka untuk 

menjelaskan. 

5. Jika ada ketidaksepakatan antaraaorang-orangyyang ditentukanddalam. 

Ayat-(2),-(3)-dan-(4)-Pasal ini,aatau. jika satu ataullebihttidak 

mengungkapkan pendapat mereka, pengadilanaakanmmelangsungkan 

perkawinanaatasppermintaanooranggtersebutssetelahtterlebih=ddahulu 

mendengarrorang-orangssebelumnya.  

6. Ketentuan-ketentuannayatt(1)ssampai (5) pasaliinibberlaku kecuali 

peraturan masing-masingaagama atau kepercayaan oranggyang 

bersangkutanmmenentukan lain. 
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3. HakkdannKewajibannSuamiiIstri 

Sesuai denganntujuan perkawinan yang termuat dalamppasal.3.KHI yaitu 

untukkmewujudkankkehidupan keluarga yanggsakinah,/mawaddah,/dan 

rahmah, maka untuk mencapai keutuhan dalam suatuuperkawinanddapat. 

dicapai =apabila seorangssuami=atau istriimengetahui, mengerti, 

dan=melaksanakan=hak dan. kewajibannya=masing-masing, kewajiban suami 

dalam perkawinan telah dijelaskan dalam Pasal=80=KHI, yaitu : 

a. Suamiimerupakan penuntun bagiiistri dannrumahhtangganya, tetapi 

dalam halrrumah tangga,ppenting bagissuami untuk membuat 

keputusanbbersama. 

b. Suamiimemiliki kewajiban untuk melindungi istri dan mengurus semua 

aspek kehidupan keluarga secara maksimal.. 

c. Suami berkewajiban membekali istrinya dengan pendidikan agama dan 

memberinya kesempatan untuk belajar ilmu yang berguna=dan berguna 

bagi=agama, tanah air serta negara. 

d. Menurut penghasilannyassuami wajibbmenanggung. : 

(a) Nafkahhdanttempat tinggal bagiiistri 

(b) Biayarrumahttangga,bbiaya pemeliharaan serta biayaapengobatan 

bagiiistriddanaanak-anak. 

(c) Biayaapendidikanaanak 

e. Kewajibanssuamitterhadapiistrinya sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(4) butir a-dan-b-di-atas, dimulai setelah kendali penuh istrinya. 

f. Istri dapat dibebaskan dari kewajiban suaminya berdasarkan ayat-(4).-

butir=(a)= dan =(b). 



19 
 

 

g. Kewajibannsuamiisebagaimanaadimaksudaayat-(5). berakhir pada saat 

istriya nusyuz. 

Kewajibannsuamiaadalahhhak’ istri dan’ sebaliknya, kewajibannistriiadalah 

.hakhsuami. Mahar adalah kewajibanppertama bagi suamiiuntuk istrinya.13 

Salah satu kewajiban seoranggsuamiiadalahhmenafkahiiistriddanaanak-

anaknya, hal ini dijelaskan dalam Q.S At-Thalaq (65):7, yaitu : 

 
ٰ 
تٰىهُ الل

ٰ
آٖ ا يُنْفِقْ مِم َ

ْ
يْهِ رِزْقُهٗ فَل

َ
نْ سَعَتِه ْۗ وَمَنْ قُدِرَ عَل هُ  هُ ْۗلِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ م ِ

ٰ 
فُ الل ِ

 
ا يُكَل

َ
ل

هُ بَعْدَ عُسْرٍ ي سُْرًا ࣖ 
ٰ 
 الل

ُ
تٰىهَاْۗ سَيَجْعَل

ٰ
ا مَآٖ ا

َ 
 ٧نَفْسًا اِل

Artinya : 

“Barang siapa yang dermawan, hendaklah ia menafkahkan sesuai dengan 

kemampuannya, dan baranggsiapaayang terbatas pemeliharaannya, hendaklah-

ia lemahkan dalammmenafkahkan apa’yanggtelah ‘diberikannAllah 

kepadanya (harta). Allahttidakmmembebani manusia kecuali, menurut apa 

yanggdiberikan Allahhkepadanya. Allahhkemudian akannmenganugerahkan 

kelapanganssetelahkkesempitan.” (Q.S At-Thalaq (65):7). 

 

Kewajiban seorang istri dalam perkawinan telah dijelaskanddalampPasall83 

KHI,yyaitu : 

a. Kewajibanuutamasseorang wanitaaadalah memberikan kepada 

suaminya, secara fisik dan mental, apa yang diperbolehkan oleh hukum 

Islam. 

b. Istri mengatur dan mengurus kebutuhan sehari-hari rumah tangga 

semaksimal mungkin. 

                                                             
13 Aulia Muthiah, Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga, (Yogyakarta: 

Pustaka Baru Press, 2017). hlm.90.  
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Selainnhakhdan kewajibannsuamiiistri ada beberapaahal yanggmenjadi hak 

bersamabbagi suamiidan istri,yyaitu : 

a. Halalnya pergaulan menjadi suami istri, dan kesempatan untuk 

menyenangkan satu sama lain atassdasarrkerjaasamaadandsalingg 

memerlukan.= 

b. Perlakuannsopanndannpergaulanyyangbbaik. 

c. HaramMmsaharah, yakni wanita yang diharamkan menikah dengan 

ayah dari suaminya, kakek, anak laki-laki dan cucunya, serta ibu dari 

istri putrinya dan semua cucunya sebagai haram menikah dengan 

larangannya. 

d. Saling mewarisi. 

e. Sahnya menasabkan anak kepada suami14 

4. Hukum Melakukan Perkawinan 

Al-Quran, Sunnah, dan Ijma (kesepakatan dari para mujtahid Islam) merpakan 

dasar dari pensyariatan nikah. Menurut beberapa ulama hukum nikah adalah 

mubah atau boleh, namun hukum nikah dapat bervariasi tergantung pada 

kondisi pelakunya sebab pertimbangan kemaslihatan.  

a. Wajib, bahwa bagi seseorang yang telah menyimpulkan dan memiliki 

keinginan untuk menikah, apabila’ tidak. menikah’ ditakutkan 

akan=terjerumus dalam. perzinahan. 

b. Sunnah,. yaitu bagi seseorang telah mampu dan memiliki nafsu yang 

kuat, namum masih dapat mengendalikan diri agar tidak terjerumus 

dalam perzinahan. 

                                                             
14 Aulia Muthiah, Ibid., hlm.91. 



21 
 

 

c. Makruh, yaitu bagi seseorang yang telah mampu walaupun belum 

memasuki usia yang mendesak untuk menikah dan ditakutkan tidak siap 

untuk mencukupi keharusan sebagai suami atau istri. 

d. Haram, yaitu bagi seseorang yang ingin menikah dengan maksud tujuan 

atau niat yang tidak baik. 15 

5. Hikmah Melakukan Perkawinan 

Hikmah melakukan perkawinan yaitu : 

a. Menjauhi diri dari perzinahan 

b. Membatasi pandangan mata terhadap wanita yang diaramkan 

c. Mencegah penyakit menular seksual dari perzinahan 

d. Menumbuhkembangkan jiwa raga serta dapat bertanggung jawab 

kepada keluarga 

e. Menikah adalah ibadah yang menyempurnakan agama16 

6. Larangan Perkawinan 

LaranganpperkawinannterdapattpadaaPasall39 - 44 KompilasiiHukummIslam 

(KHI),yyaitu : 

1. Karena=hubungannnasab= : 

a. Dengannseorangwwanitayyangmmelahirkanaatauyyang.melahirka

n dia atauuketurunannya; 

b. Dengan=seorang=wanita=yang=berasal dari pihak ayah’ ataau/ibu.; 

c. Dengannsaudara perempuan yangmmelahirkannya; 

2. Karenanpertaliannkerabat,semenda/: 

                                                             
15 Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2011). hlm.11-12. 
16 Ibid., hlm.11. 
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a. Dengannwanitaayanggmelahirkannistrinyaaataubbekassistrinya.; 

b. Dengannmantannistriiseorangwwanitaaatauppria.,yang.menurunka

nnya; 

c. Dengannketurunan perempuan dariiistri=atau bekasIistrinya, 

kecualiihubunganpperkawinan dengannbekassistrnyaiitu-qobla-al-

aukhul; 

d. Denganbbekasiistriddariiketurunannya; 

3. Karenaapertaliannsesusuan/: 

a. Dengannwanitaayanggmenyusui dan=seterusnyaamenurut=garis 

lurusskeatas; 

b. Dengannwanita yang menyusui dannseterusnyaamenuruttgaris 

lurusskebawah; 

c. Denagannseorang=wanitaSsaudara seseusuan, danNkemanakan 

sesusuannkeebawah; 

d. Dengansseoranggwanitaabibiisesusuanndannnenekbbibibsesusuan 

keeatas 

e. DengannanakKyangGdisusuiIolehHistrinyaAdanNketurunannya; 

Hal=ini terdapat dalamMQ.S An- Nisa (4):23,yyaitu : 

خْتِ 
ُ
ا
ْ
خِ وَبَنٰتُ ال

َ
ا
ْ
مْ وَبَنٰتُ ال

ُ
تُك

ٰ
مْ وَخٰل

ُ
تُك مْ وَعَم ٰ

ُ
خَوٰتُك

َ
مْ وَا

ُ
مْ وَبَنٰتُك

ُ
هٰتُك م َ

ُ
مْ ا

ُ
يْك

َ
مَتْ عَل  حُر ِ

تِ 
ٰ 
مُ ال

ُ
بُك مْ وَرَبَاۤى ِ

ُ
ك هٰتُ نِسَاۤى ِ م َ

ُ
ضَاعَةِ وَا نَ الر َ مْ م ِ

ُ
خَوٰتُك

َ
مْ وَا

ُ
رْضَعْنَك

َ
تِيْٖٓ ا

ٰ 
مُ ال

ُ
هٰتُك م َ

ُ
مْ  فِ يْ وَا

ُ
يْ حُجُوْرِك

مْ َّۖ وَحَ 
ُ
يْك

َ
ا جُنَاحَ عَل

َ
تُمْ بِهِن َ فَل

ْ
وْنُوْا دَخَل

ُ
مْ تَك

َ 
تُمْ بِهِن ََّۖ فَاِنْ ل

ْ
تِيْ دَخَل

ٰ 
مُ ال

ُ
ك سَاۤى ِ ِ

 
نْ ن  م ِ

َ
مُ ل

ُ
ك اىۤ ِ

ََ ْْ
َ
 ا
ُ
ل اۤى ِ

ا مَا قَدْ سَ 
َ 
خْتَيْنِ اِل

ُ
ا
ْ
مَعُوْا بَيْنَ ال جْ

َ
نْ ت

َ
مْْۙ وَا

ُ
ابِك

َ
صْل

َ
ذِينَْ مِنْ ا

َ 
حِ ال انَ غَفُوْرًا ر َ

َ
هَ ك

ٰ 
 الل

فَ ْۗ اِن َ
َ
 ٣٢يْمًا   ل

Artinya : 
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“Diharamkannbagimu untuk menikahiiibumu, anakkperempuanmu, 

saudara perempuanmu, saudaraaperempuan ayahmu, saudaraaperempuan 

ibumu, saudaraaperempuanmu, anak perempuanndari anakllaki-lakimu, 

anakkperempuansdarissaudara perempuanmu, ibu menyusuimu, mertua, 

/anak tiri, anak-anakyyang beradaddalam asuhanmu dariiistri-istri kamu, 

tetapiijikaakamu tidak bersama istrimuudan kamuubercerai, maka kamu 

tidakkberdosa menikah denganmmereka, danddiharamkanbbagimu 

terhadap menantu perempuanmu dan diharamkan pula mengumpulkan dua 

saudara perempuan, kecuali peristiwa masa lalu. Allah pasti Maha 

Pengampunllagi MahaaPenyayang.” (QS. An- Nisa (4):23) 

 

4. Karenaakeadaanntertentu : 

a. Karenaawanitaayangybersangkutannmasihmmenjadi istri dari 

priaalain/; 

b. Seseorang wanita- yang berada berada dalam=massa=iddah; 

c. Seseorang wanita=yang bukan muslim. 

5. Seorang suami dilarang menikah lagi dengan denganmseoranggwanita 

yangmmempunyaihhubunganppertaliannnasabaatauusesusuanddengan. 

istrnya; 

a. Saudarakkandung/; 

b. Wanitaadengan bibiiatauukemenakannya. 

Laranganiitu=tetappberlakuumeskipuniistri-istrnya sudah cerai raj’i, 

namum masihhdalammmasaaiddah. 

6.  Seorangglaki-laki.diharamkan menikahi=seorang istri jika ia 

mempunyaii4=(empat)iistri,/empat diantaranya masihhterikat akta 

perkawinan/atauumasih terikatiiddah talakrraj`iaataussalah satunya 

masihhterikat cincin kawin. sedangkan manusia dalam massaaiddah 

talakkraj`i. 

7. Dilaranggmelangsungkannperkawinannantaraaseoranggpria : 
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a. Dengannseorangwwanitabbekasiistrinyayyangdditalakttigakkali; 

b. Dengansseorangwwanitaabekasiistrinyaayanggdili’an. 

Laranganiitu berakhir ketika mantan istrinya menikah dengan laki-laki lain, 

maka pernikahan itu bubar dengan ba'daadukhulddanmmasa iddah berakhir. 

8. SeoranggwanitaaIslamddilarangmmelangsungkanpperkawinanddengan 

seorangppriayyangttidakkberagamaaIslam.  

Larangan perkawinan dalam KUH Perdata hanya sebatas dari hubugan 

keperdataan saja sehingga tidak mencakup tentang sesusuan maupun 

tentang agama. 

7. Akibat Perkawian  

Disebutkan ada tiga akibat dari perkawinan, yaitu : 

1. Terdapat hubunagn suami istri; 

2. Terdapat hubungan antara orang tua dan anak; 

3. Masalah harta kekayaan.17 

Ikatan hukum antara pasangan sejak menikah. Artinya, hak dan kewajiban 

yang mengikat secara hukum akan ada sejak pasangan tersebut menjadi suami 

istri. 

Pasal 103 – 118 KUH Perdata mengaturrtentangghakddankkewajibanssuami 

daniistri,/yaitu : 

1. Suamiiistri harusssaling- membantu dan wajibssetia- kepada pasangan. 

                                                             
17 Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis. (Jakarta:Sinar Grafika, 2001), hlm.73-75. 
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2. Dengan perkawinan, pasangan suami dan istri berjanji untuk menjaga 

anak-anak mereka.  

3. Suami sebagai kepala keluarga wajib bersedia untuk membantu istrinya. 

4. Suami dapat mengurus barang-barang pribadi istrinya, kecuali jika ada 

perjanjian yang sebaliknya. Sebagai kepala keluarga yang baik, suami 

perlu menjaga hartanya dan  bertanggung jawab atas  kelalaiannya. 

5. Istri-.harus=patuh- pada-=suaminya. Dia.,,tinggal di rumah bersama 

suaminya=dan wajib melayaninya di-.mana.’pun suaminya tinggal. 

6. Setiap suami wajib wajib melindungi istrinya, menerima istrinya 

dirumah, dan memberikan pelengkaoan yang dibutuhkan sesuai dengan  

kemampuannya. 

 

B. Tinjauan Tentang Perkawinan di Bawah Umur 

Di Indonesia banyak fenomena dimana seseorang menikah dalam usia yang 

terbilang masih belum dewasa. Dalam praktiknya fenomena seperti ini terjadi 

karena beberapa hal, salah satunya seperti menjauhkan diri dari pebuatan zina. 

Namun jika melihat dampak yang akan terjadi setelah perkawinan dalam usia 

yang masih terbilang belum dewasa ini sangat mempengaruhi dalam 

perkembangan fisik maupun psikologi. Dalam hal psikologi seseorang yang 

menikah dengan usia yang muda ditakutkan masih belum stabil mengontrol 

emosionalnya.  

Tujuan perkawinan salah satunya pasti ingin memiliki keturunan, namun yang 

ditakutkan dalam perkawinan di bawah umur ini adalah masalah dalam organ 

reproduksinyaabelum yang berfungsi.secara.optimal. Selain itu untukamenjadi 
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orangatuayyanggbaikuuntukaanaknya pasti jua hrus mencontohkan perilaku 

yang baik juga, sedangan dalam=menjadi=orang=tua =di=usia =yang=masih 

terbilang=muda sangatlah sulit, karena yang ditakutkan ialah masih 

belummsiappuntukkmenjadiiseorangiibuuuntuk,.mengasuh dan mendidik 

anakksertaadalammpengendalianeemosiidanttindakannya. 

Undang-undang perkawinan yang dipakai oleh masyarakat Indonesia telah 

terdapat batasan usia unutk melakukan perkawinan, untuk merancang undang-

undang ini bukan hal yang mudah, namum melalui berbagai proses dan 

berbagai pertimbangan sehingga dapat di sahkan dan di taati oleh masyarakat 

Indonesia. 

Sedangkan dalam Hukum Islam perkawinan bisa dilangsungkan jika calon 

sumi dan calon istri sudah pubertas atau baligh. 

1. Batasan Usia Perkawinan 

Pasal-7aAyatt(1)uUUnNo=1-Tahunn1974 telah mengatur tentang 

batasanuusiasseseoranguuntuk- menikah yaitupperkawinan- boleh 

dilaksanakan jikaapihakkpriaamencapaiuumurr19-(sembilan belas)-tahun 

sertaapihakkwanitaasudahhmencapaiuusia-16-(enam belas)-tahun. Ketentuan 

batasan usia untuk menikah dalam KHI juga sama halnya dengan undang-

undang diatas, yaitu pada=Pasal=15=KHI menerangkan,=untuk- 

mempertahankan keluarga=dan=rumahttangga, perkawinan=hanya dapat 

dilakukan.=oleh..kedua.=mempelai.=yang.=telah.=mencapai.-usia yang. 

ditentukan dalam=Pasal=7=Undang-Undang No 1=Tahun=1974. Artinya 

calon=suami=berusia 19=tahun,. calon=istri berusia 16=tahun, namun  dalam 



27 
 

 

menjalankan undang-undang ini tidak berjalan dengan baik, hal ini 

dikarenakan sikap masyarakat terhadap perkawinan dipengaruhi oleh 

perkembanganzzamanndannpengaruhtteknologiyyangssemakinppesat. 

Adanya upaya mengajukan Judiacial ReviewwkeeMahkamahhKonstitusi 

terkait=batasan minimal usiaaperkawinanNdiIIndonesia sehingga Presiden 

Republik Indonesia secara resmi mengesahkan pembaruan undang-undang. 

tersebuttpadaatanggall14oOktoberr2019. 

Batasan Usia yang terdapat dalam Pasal=7=ayat=(1)=UU No 16=Tahun=2019 

atas=perubahan dari=UU=No=1=Tahun= 1974 yaitu, perkawinan=hanya 

diperbolehkan jika=pria=dan=wanita telah berumur 19=(sembilan belas) 

tahun.=Sedangkan ajaran agama=Islam=tidak dijelaskan secara rinci batasn 

usia untuk menikah, asalkan sudah baligh atau dewasa. Ciri-ciri pria yang telah 

baligh ialah sudah mengalami mimpi basah serta suara telah berubah semakin 

berat, sedangkan ciri-ciri wanita yang telah bailgh ialah wanita sudah 

mengalami menstruasi serta payudara mulai membesar. Selain hal telah baliqh 

atau dewasa ketentuan lain jika ingin menikah telah terpenuhinya syarat dan 

rukun nikah, dari hal tersebut dalam ajaran agama Islam dapat melangsungkan 

perkawinan tidak seperti dalam peraturan yang berlaku diiIndonesia./ 

2. FaktorrYang Mempengaruhi PerkawinanndiiBawahhUmur 

a. Berdasarkan Persprektif AgamaaIslam 

Sepertiyyang telahddijelaskanddiaatas, dapat dilihatbbahwa=Islam 

tidakmmemilikibbatasanddalam=menentukan usia pernikahan baik  pria 

maupun wanita, sehingga dalam hal tersebut keluarga menyarankan untuk 
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segera menikah jika sudah baliqh untuk menghindari zina dan dapat 

menyempurnakan agama, meskipun anak tersebut belum memasuki usia 19 

(sembilan belas) tahun yang masih memiliki hak sekolah dan mendapatkan 

pendidikan yang layak.18  

b. Berdasarkan Ekonomi Keluarga 

Perkawinan di bawah umur yang dilatar belakangi oleh ekonomi keluarga 

kerap kali terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Bagi keluarga yang kurang 

mampu mungkin menganggap anak perempuan merupakan beban ekonomi 

keluarga karena harus diberi makan, pakaikan, dan pendidikan, sehingga orang 

tua memiliki alternatif lain untuk mencukupi kehidupan anaknya yaitu dengan 

menikahkan anaknya dengan seorang pria yang dapat membantu 

perekonomian keluarga mereka, sehingga beban orang tua dari anak tersebut 

telah berkurang. Selain itu anak perempuannya juga telah menjadi tanggung 

jawab pria yang menikahinya. 19 

c. Berdasarkan Keterbatasan Pendidikan 

Masih banyak orang tua yang kurang pengetahuan akan pentingnya pendidikan 

bagi anak, terkhusus untuk seorang anak perempuan. Orang tua menggangap 

lebih baik bekerja atau bahkan menikah, tidak sedikit kasus di Indonesia 

setelah lulus SMP atau SMA anak perempuannya langsung di nikahkan. 

                                                             
18 Nahdiyanti, dkk. (Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia PerkawinanTerhadap 

Perkawinan Di Bawah Umur). Journal of Lex Generalis(JLS) Vol.2, No.1, Januari 2021. hlm.158. 
19 Nahdiyanti, dkk. Ibid., hlm.159. 
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Pendidikan dalam arti tradisional hanya sebatas menghambat dalam melakukan 

kewajiban yaitu bekerja atau bahkan menikah.20 

d. Berdasarkan Adat dan Budaya 

 Indonesia merupakan negara yang memiliki adat dan budaya yang banyak, 

dalam budaya tersebut terdapat peraturan tentang perkawinan yang berbeda-

beda, dalam beberapa adat dan budaya yang terdapat di Indonesia ada yang 

berpendapat seorang anak khususnya perempuan harus segera berkeluarga, 

karena ditakutkan akan menjadi gadis tua atau perawan tua dalam usia 20 (dua 

puluah) ke atas. Pengaruh adat dan budaya yang ada di beberapa wilayah 

Indonesia mencerminkan sulitnya menerapkan peraturan tentang pembatasan 

usia dalam perkawinan.21 

e. Berdasarkan Faktor MBA (Married by Accindent) 

MBA (Marrien by Accident) merupakan perkawinan yang dilakukan tanpa 

adanya kesiapan dari segala arah karena telah terjadi sesuatu terutama pada 

perempuan dan umumnya perempuan tersebut sudah mengandung bayi dalam 

perutnya. Kehamilan di luar nikah bukanlah harapan dari semua orang 

sehingga solusinya adalah menikahkan perempuan yang sedang hamil tersebut 

atau tanggung jawab atas perbuatan. Tidak sedikit kasus ini terjadi di Indonesia 

dengan usiayyangmmasihddibbawahuumur. Meskipun perkawinan terjadi 

secara tak terencana namun tentunya ada harapan dan keinginan untuk bahagia 

                                                             
20 Siskawati Thaib. (Perkawinan Di Bawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974)). Lex Privatum Vol. V/No.9/Nov/2017. hlm.54. 
21 Nahdiyanti, Ahyuni Yunis, Nurul Qaman. Loc.Cit. 
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dari pasangan tersebut.22 Fakotr yang mempengaruhi MBA antara lain sebagai 

berikut : 

1. Pergaulan bebas; 

2. Menyalahgunakan media sosial; 

3. Kurang pengawasan orangtua; dan 

4. Kurang memahami tentang agama. 

3. Dampak Negatif Perkawinan Di Bawah Umur 

Pada umunya dalam suatu perkawinan pasti ada saja masalah yang terjadi, 

terutama jika pasangan tersebut belum memasuki umur ideal untuk 

melangsungkan pernikahan, dengan emosi yang belum stabil sehingga konflik 

tersebut rentan terjadi sehingga dalam=perkawinan=di=bawah=umur ini tidaak 

berjalan dengan semestinya. Ada beberapa dampakknegatiffdariiperkawinan’ 

diibawahhumur,yyaitu : 

1. DampakpPsikologis 

Perkawinan dapat dilangsungkan apabila calon pengantin sudah siap menerima 

segala risiko yang akan datang dikemudian hari, namun sekarang kebanyakan 

seseorang ingin menikah dengan usia yang masih terbilang belum cukup untuk 

melangsungkan perkawinan, secara mental dan fisik masih belum sanggup 

menerima segala konflik yang akan terjadi dikemudian hari, sehingga hal 

tersebut dapat mengganggu mental seseorang seperti depresi23 Depresi bisa 

saja timbil dari seorang pasangan muda yang telah memiliki anak namun belum 

sanggup untuk mengurusnya, baik dalam masalah merawat anak maupun 

                                                             
22 Maria Nona N, Maria Megaloma H.G, Maria Himelta A.Y. (Kepuasan Perkawinan Pada 

Pasangan Married By Accident). Jurnal Psibernetika Vol.12 (No.2): 59-67 Th 2020. hlm.59-61. 
23 Lauma Kiwe. Mencegah Pernikahan Dini.  (Jogjakarta: Ar.Ruzz Media, 2017). hlm.23. 
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tekanan ekonomi. Konflik pasangan ini terjadi disebabkan oleh mental 

pasangan tersebut masih terbilang remaja, yang ditakutkan dalam perkawinan 

di bawah ini kerap terjadi perceraian dini, sehingga dapat membuat mental 

menjadi terganggu bahkan sampai depresi yang pada akhirnya bisa saja 

perkawinan dapat membuat dia trauma. 

2. Dampak Biologis 

Pernikahan tentu menginginkan keturunan yang sehat dan sehat, tetapi jika  

pasangan masih di bawah umur, ada kekhawatiran tentang risiko kehamilan. 

Menurut medis anak di bawah umur sangat beresiko hamil karena berdasarkan 

anatomi tubuh perkembangan pinggul pada perempuan belum sempurna 

sehingga dapat kesulitan dalam melahirkan. Selain berisiko pada perempuan 

yang mengandung, hal ini juga beresiko pada bayi, yaitu tentang kesehatannya 

akan terganggu. Hal tersebut dikarenakan kesehatan ibu yang melemah 

sehingga anak yang dilahirkan bisa saja kekurangan berat badan, cidera saat 

lahir, atau bahkan gugur dalam kandungan. 

3. Dampak Sosial  

Pasangan yang menikah dengan anak di bawah umur tidak memiliki kebebasan  

berekspresi. Maksudnya jika seseorang pria atau wanita yang melangsungkan 

perniakahn di bawah umur memiliki keterbatasan untuk melakukan sesuatu 

atau pergaulan terbatas dikarenakan sudah memiliki tanggung jawab dan 

kewajiban dalam rumah tangganya. Seharusnya dalam usia mereka masih bisa 

mengeksplor atau menikmati hal-hal baru dalam hidupnya.  
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4. Dampak Hukum  

Pasall26 ayat=(1) Undang-Undang No 23. Tahun=2002. Tentang. 

Perlindungan=Anakmmenyebutkanoorangttua mempunyai kewajibanddan/ 

tanggung jawab=untuk=mengasuh, mendukung, mendidik/ dan/ melindungi 

anak -anaknya. Mendidik dan mendorong2anak3sesuai3dengan3kemampuan, 

bakat3dan3minatnya. Sekaligus4mencegah4terjadinya5perkawinan6pada usia 

anak-anak/.. Namunkkenyataannya banyak anak diibawahUumur tetap 

melangsungkan perkawinan. Di sini jelas  bahwa orang tua tidak dapat 

memenuhi tanggung jawab mereka untuk mencegah anak-anak mereka 

menikah dengan anak6di7bawah8umur. [Undang-undang0Nomor-1=Tahun 

1974/ menetapkan bahwa orang yang berusia6di6bawah0210tahun9harus 

mendapatkan izin9dari9orang tuanya untuk dapat menikah, tetapi terkadang 

orang tualah yang meminta anaknya agar segera menikah, sehingga orang 

tualah memaksa dan orang tualah yang telah merampas hak anaknya.   
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C. Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan skema tersebut dapat dijelaskan bahwa : 

Batas minimal usai untuk melangsungkan perkawinan menurut UU0No51 

Tahun11974 ialah untuk5laki-laki i190tahun2dan1perempuan 16 =tahun, 

namun dalam menjalankan peraturan ini nyatanya tidak berjalan dengan mulus. 

Pada Undang-Undang No 35tTahunn2014pperubahanaatassUndang-Undang 

23 Tahunn2002 disebutkan anakkadalahhseseoranggyangbbelum memasuku 

usia 18ttahun. Dari pasal ini sangat tidak sejalan dengan batas minimal usia 

bagi seorang wanita untuk melangsungkan perkawinan. 

BATASAN USIA PERKAWINAN 

Pasal 7 Ayat (1) UU No  

1 Tahun 1974 dan KHI 

 

Pasal 7 Ayat (1) UU No 

16 Tahun 2019 dan KHI 

Kedudukan Perkawinan di bawah umur 

setelah perubahan Pasal 7 ayat (1) UU No 1 

Tahun 1974 

Upaya Hukum apabila terjadi 

penyimpangan pada pasangan yang ingin 

menikah di bawah umur setelah perubahan 

Pasal 7 Ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 
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PadaHtanggalS20FApril .2017 pemohon mengajukan permohonan kepada 

Mahkamah Konstitusi terkait batasan usia untuk melangsungkan perkawinan. 

Hal tersebut berjalan dengan panjang yang pada akhirnya 

1Mahkamah2Konstitusi .mengabulkan 3permohonan ‘pada ipemohon .untuk 

/sebagian, dan memerintahkan kepada pembentuk undang-undanguuntuk-

melakukanpperubahan-UU-No 01tTahun .1974 /tentangg /Perkawinan paling 

lama 39(tiga)=tahun, pada akhirnya perubahannPasall7aAyat-(1) tercantum 

dalammUU2No416  .Tahunn2019 tentangg Perkawinan0yamg berisi batasan 

minimal usia9seorang=laki-lakiaatau perempuannuntukkmenikahiialahh19 

tahun. 

Atas dasar kondisi tersebut, penulis akan mengkaji mengenai kedudukan 

perkawinan di4bawah2umur/ setelah terbitnya UU1No416 .Tahun 52019 dan 

akan mengkaji upaya hukum bagi pasangan yang ingin menikah di= bawah 

9umur. setelah perubahan UU 3No, 16 ;Tahun’ 2019kini terbit. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis2 penelitan yang9digunakan penulis adalah-penelitianhnormatif/ atau 

sejenis dengan hukum9doktrinal atau’ yang disebut juga hukuma 

kepustakaan.24 Penelitian normatif ialah penelitian yang dilakukan melalui 

studi menelaah data kepustaka atau data sekunder yaitu, dengan mempelajari 

undang-undang, buku-buku,i dan. sebagainya2 yang=relevan dengan topik 

pembahasan. Penulis8menggunakan jenis penelitian ini yang berkaitan dengan 

batasan minimal umur9untuk2melangsungkanHperkawinan menurutAPasalP7 

ayatW(1)GUUKNoK16LTahunX2019. 

B. TipepPenelitian 

TipeApenelitianRyang Tdigunakan penulis dalam WpenelitianBiniFadalah 

tipeKdeskriptif. Tipe deskriptif merupakan penelitian0yang sistematis, faktual, 

Pdan akurat menggambarkan sifat atau perilaku yang terjadi dalam 

masyarakat.25 Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan secara sistematis, 

rinci dan jelas mengenai batasan minimal umur untuk  melaksanakan 

perkawinan menurutOPasalA7FAyatT(1)UUUINoI1OTahun 2019. 

                                                             
24 I Gede A.B. Winarta, Metodelogi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum. 

(Bandar Lampung: Zam-Zam Tower, 2017). hlm.56. 
25 Ibid., hlm.58. 
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C. PendekatanOMasalah 

PendekatanEmasalahAyangAdigunakan penulisSadalahFpendekatan normatif. 

yuridis. Pendekatan ini dilandaskan pada analisis terhadap beberapa teori. 

hukum dannperaturan perundang-undangan26yyang tenttunya relevan dengan 

penelitianiini,yyaitu mengenai batasan minimal umur untuk melaksanakan 

perkawinan EmenurutPPasalP7LAyatS(1)WUUYNoD1GTahun 2019. 

D. DataAdanN SumberR DataA 

DataA.yangGdigunakan penulis dalamMpenelitianNiniI adalah dataPsekunder 

yang. digunakan untuk mengekstrak data dari literatur yang terdiri dari buku-

buku, bahan tulisan ilmiah, dokumen laporan, serta sumber-sumberrlainnya 

yangyberhubunganndenganmmasalahyyangaakandditeliti. Data sekunder yang 

digunakan meliputi : 

1. BahanNhukumMprimerRyaitu. bahanNhukum. yang mengikat27 yang. 

terdiri dari berbagai peraturanPperundang-undnagan, yaitu : 

a. UUUNo016. Tahun. 20199atasSPerubahanNUUUNo=11Tahun. 

19744tentangGPerkawinan. 

b. InstruksiiPresidennNomorr1 Tahunn1991 tentangkKompilasi 

HukummIslam. 

2. Bahannhukumssekunder, yaitu bahannhukummyangmmenjelaskan 

tentang  bahanhhukumpprimerrsepertiihasilppenelitian, hasil karya 

                                                             
26 Abdulkadir Muhammad. Hukum dan Penelitian Hukum. (Bandung:PT. Citra Aditya 

Bakti, 2004).  hlm.91. 
27 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: Penerbit Universitas 

Indonesia (UI-Press).2015). hlm.52. 
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ilmiah para sarjana hukum, dannsebagainyaayanggadaakaitannya. 

dengannpenelitianiini.  

3. BahanNhukumMtersierRadalahHbahan .yang mejelaskan.bahan hukum 

primer. danTtersier, sepertiKkamus danEensiklopedia yang berkaitan 

dengan penelitian ini.28 

E. MetodeEPengumpulanDData 

MetodeEpengumpulan, data-dalamppenelitianpiniddilakukan-denganLcara : 

1. StudiKkepustakaan,yyaitu metode pengumpulanddata hukumddengan 

menganalisis buku, literatur hukum dan non hukum, serta laporan-

laporan yang berkaitan dengan pokok penelitian  untuk dikutip dalam 

menanggapi permasalahan dalam penelitian. 

2. Studi dokumen, yaitu cara pengumpulan data yang ada hubungannya 

dengan pokok bahasan yang diteliti dari berbagai dokumen, arsip, atau 

sumber dokumen lainnya. 

F. Metode Pengolahan Data 

Kemudian proses pengolahan data yang diambil sehingga Anda dapat 

menyelidiki masalah dalam survei ini dengan data yang diambil. 

TahapanPpengolahan=dataSadalahRsebagaiGberikut: 

1. PemeriksaanDdata, merupakan /data yang telah diperoleh perlu 

diperiksa kembali kelengkapan, kejelasan, dan relevansinya dengan 

permasalahan dalam penelitian. 

                                                             
28 Soerjono Soekanto. Ibid.  
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2. Klasifikasi data, yaitu melangsungkan pencatatan dan pengelompokan 

data secara terstruktur, dan selaras agar memudahkan dalam menjawab 

permasalahan dalam penelitian. 

3. Sistematika data, yaitu semua data yang telah terkumpul dikumpulkan 

dan diurutkan dengan urutannya sehingga memudahkan ketika telah 

pada proses pembahasan. 

G. Analisis 

Setelah data telah diolah maka hasilnya akan dianalisis menggunakan metode 

kualitatif. Metode kualitatif adalah menjabarkan data dengan kalimat yang 

tersusun rapih, logis, teratur, dan menggunakan kalimat efektif, sehingga hasil 

analisis mudah dipahami,29 kemudian dapat ditarik kesimpulan bagaimana 

kedudukan perniahkan di bawah umur setelah diadakannya perubahan pada 

Pasal-7-Ayat-(1) UUSNo 16STahun 2019ttentangpPerubahanaatas UU-No-1 

Tahunn 19744tentangPPerkawinan,  serta upaya hukum apabila terjadi 

penyimpangan terhadap pasangan di bawah umur 19 tahun setelah diadakannya 

perubahan pada pPasal 77 Ayat (1) UUUNo 16TTahun 20199tentang 

PerubahanN atas UU-No-1-Tahunn 1974tTentanggPerkawinan. 

  

                                                             
29 Abdulkadir Muhammad. Op.Cit., hlm.127. 
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